BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa:

Pelaksanaan BPD dan fungsi BPD adalah memiliki tujuan yang jelas
berdasarkan hasil wawancara peneliti tujuan tersebut berupa membahas dan
merancang peraturan Desa Di Desa Umaklaran. Serta mempunyai Kejelasaan
strategi yang dijalankan oleh BPD sudah mencapai tujuan dalam pelaksanaan
fungsi legislasi yang ada. Dan proses analisis yang dijalankan BPD belum
menjamin  BPD dalam pencapaian tujuan dari fungsi legislasi. Sehingga
Perencanan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawartan Desa
sudah sesuai karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mempunyai
perencanaan yang matang untuk dikerjakan di masa depan yang akan datang. Oleh
karena itu penyusunan program yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) belum sesuai dengan jangaka waktu yang telah di tentukan dalam
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di Desa Umaklaran. Serta memiliki sarana dan
prasaraan kerja yang di sediakan sudah sesuai dan sangat membantu BPD dalam
pelaksanaan fungsi legislasi Di Desa Umaklaran. Dan juga pelaksanaan fungsi
legislasi Badan Permusyawaratan Desa belum efektif dan efisien karena belum
ada rancangan peraturan Desa Di Desa Umaklaran. Dalam pelaksanaan fungsi

legislasi Badan Permusyawaratan Desa selalu membutuhkan pengawasan dan
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pengendalian untuk mencapai tujua dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umaklaran.

Faktor-faktor  penyebab  belum efektif dan efisiennya Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi yaitu faktor
sumber daya manusia (SDM) dan orintas tugas Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) di Desa Umaklaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan diatas maka penulis
menyarankan bahwa:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perlu meningkatkan dan memperhatikan
sumber daya manusia (SDM) dan juga Badan Permusyawaratan Desa perlu
memperhatikan orintasi tugas dalam hal ini pelaksanaan tugas yang dijalankan
oleh setiap jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umaklaran.

2. Perlu Meningkatakan Sistem pengawasan dan pengendalian.
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Lampiran 1

1)

2)

3)

4)

5)

PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA UMAKLARAN
KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU

Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur
Kabupaten Belu

Kejelasan Tujuan hendak di capai

a. Menurut Bapak/lbu Apakah dalam melaksanakan tugas ada kejelasan
tujuan hendak dicapai dan apa tujuan dari pelaksanaan fungsi legislasi?

Kejelasaan strategi pencapaian tujuan

a. Menurut Bapak/Ibu apakah kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan
dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

a. Menurut Bapak/ 1bu apakah strategi yang ada dapat menjamin pencapaian
tujuan dari fungsi legislasi?

Perencanaan yang matang

a. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana perencanaan Badan Permusyawaratan Desa
dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

Penyusunan program

A.Menurut Bapak/lbu bagaimana program yang dijalankan Badan

Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi?
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6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
A. Menurut Bapak/lbu ada tidak sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
fungsi legislasi?
7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
A. Menurut Bapak/lbu apakah dalam penyususnan peraturan desa dilakukan
secara efektif dan efisien?
8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
A. Menurut Bapak/Ibu pihak mana/ siapa yang dapat melakukan pengawasan
dan pengendalian pelaksanaan fungsi legislasi?
I1. Bagi masyrakat
1) Kejelasan tujuan hendak di capai
a. Apakah tujuan di capai Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai
dengan harapan bapak/ ibu
2) Kejelasaan strategi pencapaian tujuan
a) Menurut bapak/ ibu ada tidak langkah kongkrit/ strategi-strategi yang di
jalankan BPD untuk bisa mencapai tujuan?
3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
a. Menurut Bapak/ Ibu apakah strategi yang ada dapat menjamin
pencapaian tujuan dari Fungsi Legislasi?
2) Perencanaan yang matang
a. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana perencanaan Badan Permusyawaratan

Desa dalam pelaksaan fungsi legislasi?
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3) Penyusunan program
a. Menurut bapak/ ibu apakah jadwal vyang diterapkan Badan
Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi sudah sesuai
dengan harapan bapak/ ibu?
4) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
a. Menurut bapak/ ibu ada tidak sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
fungsi legislasi?
5) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
a. Menurut bapak /ibu apakah dalam dalam penyusunan peraturan desa
dilakukan secara efektif dan efisien?
b. Apa alasan/faktor penyebab tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan
fungsi legislasi BPD Umaklaran?
6) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
a. Menurut bapak/ ibu pihak mana/siapa yang dapat melakukan pengawasan
dan pengendalian pelaksanaan fungsi legislasi?
I11. Pemerintah Desa
1) Kejelasan Tujuan hendak di capai
a. Menurut Bapak/ Ibu Apakah dalam melaksanakan tugas ada kejelasan
tujuan hendak dicapai dan apa tujuan dari pelaksanaan fungsi legislasi?
2) Kejelasaan strategi pencapaian tujuan
a. Menurut Bapak/lbu apakah kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan
dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
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a. Menurut Bapak/ lbu apakah strategi yang ada dapat menjamin
pencapaian tujuan dari fungsi legislasi?
4) Perencanaan yang matang
a. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana perencanaan Badan Permusyawaratan
Desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi?
5) Penyusunan program
a. Menurut Bapak/lbu bagaimana program yang dijalankan Badan
Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi?
6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
a. Menurut Bapak/Ibu ada tidak sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
fungsi legislasi?
7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
a. Menurut Bapak/lbu apakah dalam penyususnan peraturan desa
dilakukan secara efektif dan efisien?
8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
a. Menurut Bapak/lbu pihak mana/ siapa yang dapat melakukan

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fungsi legislasi?
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Lampiran 2.

Surat Izin Penelitian
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Lampiran 3

Surat Keterangan Selesai Penelitian
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Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian

Wawancara bersama BPD Desa Wawancara bersama Pemerintah Desa
Umaklaran Umaklaran

Wawancara bersama Pemerintah Desa Wawancara bersama Pemerintah Desa
Umaklaran Umaklaran

Wawancara bersama masyarakat Desa ~ Wawancara bersama masyarakat Desa
Umaklaran Umaklaran
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Wawancara bersama masyarakat Desa ~ Wawancara bersama masyarakat Desa
Umaklaran Umaklaran
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